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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotiame (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999)

. Undang-undang Nomor 34 Tshun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribuai Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048)

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tsahun 1983
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negsra Nomor 3258) :

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 35283

. Peraturan Pemerintsh Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan Bermotor di dalan (Lembaran Megara Tahun
1993 Nomor 64. Tambshan Lembaran Negara Nomor 3530 ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembarsn Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presidan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) :

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tshun
1998 tentang Penvidik Pemawai Nemeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat TII
Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 1998 Nomor 4/c)

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun

2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000

Nomor 6/c).
Dengan persetujuan
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEE TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN TRENGGALEK
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a.
b.

c.
d.

Q’i -

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;

Pemerintah Dserah adalah Bupati beserta perangkat
Daerah Otonom vang lain sehagal Badan Eksekutif
Daerah :

Bupati asdalah Bupati Trenggsalek ;

Pejabat adalah pegawal yvang diberi tugas tertentu
dibidang retribusl sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan vang berlaku :

Dinas perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah
Kabupaten Trenggalek ;

Kepala Dinas adalsh Kerala Dinas Perhubungan
Daerah Kabupaten Trenggalek :

. Jalan adalsh jalan vang direruntukkan bagi lalu

lintas umum :

Kendaraan bermotor sdalzah kendaraan vang
digerakkan oleh peralatan tehnik vang ada pada
kendaraan itu ;

Kendarsan Khusus adalah kendaraan bermotor selain
daril pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan
kendaraan bermotor untuk barang vang penggunsaannysa
untuk mengangkut barans

Kendarasn Umum. adalah setiap kendarsan bermotor
vang disediaken untuk diperlukan oleh umum dengan
dipungut bavaran : '

Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang digunakan
untuk mengangkut barang vang seluruh bebannya
ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk
ditarik oleh kendaraan bermotor

Kereta Tempelan. adalah suatu alat yang digunakan
untuk mengangkut barang vang dirancang untuk
ditarik dan sebaglan bebannva ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknva

Kereta Bermotor waJjib Uii. adalah kendaraan
bermotor. kereta gandengan, kerta tempelan dan
kendaraan khusue veng dioperasikan dijalan ;
Penguiian Kendaraan Bermotor. adalah serangkaian
kegiatan menguii dan atau memeriksa baglan-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempe lan dan kendaraan khusus dalam rangkas
pemenuhan persvaratan teknis dan lailk jalan ;




X.

Penguji. =dalah Pegawai Negeri Sipil vang memiliki
kualifikasi teknis tertentu dan diangkat oleh
Kepala Dinaa : :

Tanda ssmping. adalah tanda bukti lulus uji
berkala vang ditempatkan pada samping kanan, kiri
badan kendarsan dan memuat sebagian data kendaraan
vang tercantum didalam bukun uii

Uil berksla, adalah pengujian kendaraan bermotor
vang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan
bermotor. kereta gandeng. kereta tempelan dan
kendaraan khusus :

Buku Uji Berkala. adalah tanda bukti lulus uji
berkala berbentuk buku vang berisl data dan
legitimasi haszil penguiian setiap kendaraan
bermotor. kereta gandeng, kereta tempelan atau
kendaraan khusus :

Benkel wumum Kendaraan Bermotor, adalah bengkel
umum vang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki
dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi
persvaratan teknis dan laik Jjalan ;

Mobil Penumpang. adalah setiap kendaraan bermotor
vang dilengkapi sebanvak-banyaknya 8 (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi. baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan, bagasi :

Bus. adalah s=etiap kendaraan bermotor vang
dilengkspi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan vengangkutan, bagasi ;
Mobil Barang. sdalah setiap kendarsan bermotor
selain darl vang termasuk dalam sepeda motor,
mobil penumpang dan bus ;

Pengaturan. adalah kegiatan vang mencakup,
perencanaan. perumusan dan renentuan kebljaksanaan
umum mauprun teknis 3

Pengendalian, adalah kegiatan vang berupa
pengarahan terhadap penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan Jjalan :

Pengawasan adalah kegiatan pemantauan penelitian
tindakan korektif terhadap relaksanaan
penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas dan
angkutan Jjalan :

Pemeriksasan. adalah serangkaian tindakan vang
4ilakuksn oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan
kendaraan bermotor mengenal pemenuhan persyaratan
teknis dan laik Jdalan. tata cara pemuatan serta
pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.
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bb.

cc.

dd.

ee.

ff.

Bgg.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas Jasa
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daersah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadl atau
badan :

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

vang menurut peraturan perundang-undangan
retribugi diwaiibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,. termasuk remungut atau pemotong

Retribusi tertentu :

Masa Retribuei adalah suatu jangka tertentu vang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi
Pengujian kendaraan bermotor

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD adalah surat keputuasan yang
menentukan besarnya Jumlah Retribusi vang
terutang:

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vyang me-
liputi vperseroan terbatas. perseroan komandlter,
perseroan lainnya, badan usaha milik nesara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, peraekutuan,
perkumpulan, firma. kongsi, koperaéi, vayasan atau
organisasl wvang selenis, lembaga. dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnva ;
Pemeriksaan adalah aerangkaian keglatan untuk men-
cari, mengumpulkan. dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewadiban retribusi Daersah
berdasarkan peraturan perundang—undaﬁgan retribusi
Daerah

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
adalah =erangkaian tindakan yvang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya
disebut Penyidik. untuk mencari serta mnengumpulkan
bukti vang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidanz Retribusi Daerah vang terjadl
serta menemuksan tersangkanva.

BAB 11
MAMA. OBRYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

{ 1) Peratursn Daserah ini adalah peraturan daerah

tentang Retribusi penyvelenggaraan renguj lan
kendaraan hermotor.




(2) Obyek Retribusi adalah jass velayanan pengujian
kendaraan bermotor ;

(3) Obyek Penguiian kendarasn bermotor meliputi

Jenia:

a. Mobll Penumpang Umum :
b. Mobil Bue

¢. Mobil Barang :

d. Kendaraan Khusus ;

e. Kerets Gandengan

f. Kereta Tempelan ;

Pasal 3

" Subjek Retribusi sdalsh orang pribadi atsu bsadan
vang memperoleh pelayanan vengulian kendarsan
bermotor.

BAB ITI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
Retribusi opsnguiian kendsraan bhermotor digolongkan
sebagal Retribusi Jaza Umum.
BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penzggunaan Jasa dinkur berdasarkan Jenis
kendaraan wvang diuntikan.

BAB V
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal £

(1) Kewenangan penguiian kendaraan bermotor ada pada
Pemerintah Kabupaten.
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(2) Pelaksanaan Penguiian berkala kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh
Dinas Perhubungan.

(3) Pelakaanaan Penguiian berkala kendarasn bermotor
dilakukan dengan peralatan dan oleh  tenaga
penguii vang telah memenuhi standar sesual dengan
peraturan vang berlaku.

Pagal 7

(1) Setiap kendarsan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 avat (2) vang dioperasionalkan/
didalankan wadib dilakukan uijl berkala.

(2) Sebagai bukti Penguiian vang telah memenuhi
persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diberikan tanda bukti

l1ulus uwii.
Pasal 8
Dinag Perhubunsgan dapst melayani vrelaksanaan
penguiian kendarsan bermotor vang berasal darl luar
daerah gepaniang kendarsan tersebut memenuhl

ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Pasal ©

Masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan.
BAB VI

NUHPANG 11JT KELUAR DAERAH DAN MASUK DARI LUAR .
DAERAH PENGUJIAN N

Pasal 10

Pemilik kendarasn dapat melakukan uji berkala di luar
daerah penguijlan atas persetuiuan instansi/pejabat
getempat dengsn memenuhl persyaratan :

a. memiliki +tands bukti lulus wili vang masih

berlaknu
memiliki tands Jati diri pemilik kendaraan ;

membavar biava uii berkala.

oo
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Pazal 11

Pemilik kendarasn dari luar daserah pengujian dapat
melakukan nuanpang uli berkala sepanjang vang
bersangkutan memenuvhl persvaratan :

8. menyerahkan surat persetujuan numpang uji dari
daerah asal ;

b. membayar biaya retribusi dan rengganti biaya plat
tanda wil sebesar biaya uii berkala.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sa=zaran dslam penetapan struktur dan
' besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk me-—
nutup sebagian atau seluruh Liaya venyelenggaraan

dan penguiian kendaraan bermotor dengan
mempertimbsngkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.

(2) Biava sebageimeana dimaksud pada ayat (1) adsalah
biava pengu ian/pemeriksaan kendaraan agar
kendarasn bermotor vang akan digunaken memenuhi
rersyvaratan teknis dan laik jalan.

BAB VITII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13

Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis
kendaraan vangz akan diunjikan.

Pasal 14

Struktur dan besarnva tarif pengujian kendaraan
bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Biayvs pendaftaran
1) untuk biava pendaftaran penguiian sebesar
Rp. 3.000, - {tiga ribu rupiah) setiap

kendaraan:




b. Biava penguliian

1)

2)

untuk jenis mobil bue dar wobll barang sebesar
Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap
kendarsan i

untuk mobil bus kecil dengan tempat duduk 15
(lima belas) orang termasuk pengemudi, mobil
penumpang umum, kereta zandengan dan kereta
tempelan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah) setiap kendaraan :

c. Biayva Kelengkapan Pengujian

1)

3}

4)

buku uji dan atau penggantian buku vang karena
rusak sehesar Rp. 10.000:- (sepuluh ribu
rupiah) setiap kendaraan :

tands uii sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu
rupiah) setiap kenderaan -

persetuinan wmutasi dan numpang uji ke luar
daersh sebesar Rp. 10.000,.- {gsepuluh ribu

rupiah’ setisp kendaraan :

penggent.ian buku uwli vang hilang dikenakan
biaya sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu
rupiah)

BAB IX

WITAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi terhutang dipungut di tempat pengujian
kendaraan bermotor.

Masa
bulan.

BAR X
MASA RETRIPUSI
Pasal 16

Retribusi adalah Jangka waktu lamanva 6 (enam)

L
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BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1);Pemu§g?tan Reﬁribgsi tidak dapat diborongkan.
(2)‘Fetrxgé§i dipﬁnguf“dengan menggunakan SKRD atau
.dokumdmvlain vang dipersamakan.
BAﬁ XI1
SANESI ADMINISTRATIF
Pasai 18

Dalam hal Walib Retribusl terlambat melakukan wjl
_ kendaraan dikenskan sanksi adwinistrasi keterlambatan

uli setiap bulan sebagal berikut
a. jenis mobil Bus dan mobil bsraneg sebesar Rp. 7000

: (tuiuh nibu rupiah)

} b. jenis mobil bus kecll dengarn tempat duduk 15 Orang
termasuk pengemudi. Mobil Penumpang Umum. kereta
gandengan dan kereta tempel =ebesar Rp. 5000 (lima

ribu rupiah) .-

 BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Fasal 19

(1) Wajib  Retribusi vang  tidak melaksanakan
kewajibannyvas, 8ehihgga merugikan keuangan Daerah,
diancem pidana kurungsn paling lama 3 (tiga)
bulan , atau denda sebanvak - banyaknya Rp.
1.500 000, (satu ,juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak . pidana yang dimsksud pada avat (1) adalah
pelanggaran. '
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BAB X1V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Hegeri Sipil tertentu dilingkungan
Femerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewensang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1)
adalah

a,

menerims, mencari, mensumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenasn dengan tindak
pidana dibidang Retribhusi Daserah, agar ke-

terangsn atau laporan tersebut menjadi lebih . -

lgngkap dan jelas :

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

» nengars i orang pribadi atsu badan tentang ke-

benaran perbuatan vang dilakukan sehubungan
dengsan tindak pidans retribuasi daerah tersebut :

meminis keterangan dan bahan bukti dari orang
rribadi  atau badan sehubungan dengan tindak
rldana dibidang retribusi daerah ;

meferiksa  buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibigang retribusi daerah ;

melakukay; penggeledahan untuk mendapatkan
barang bukti pembukusn, rencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta me lakukan
penyvitaan terhadap barang bukti tersebut ;

meminta bantuqn tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah :

menyuruh berhenti melarang seseorang
meninggal-kan ‘ruangan atau tempat pada saat
remeriksaan sasdang berlangsung dan memeriksaa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
8ebaéﬁimana dimaksud pada huruf e :
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h. memotrsat segeorang vang berksitan dengan
tindak pidana retribusi daersh :

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
diperiksa sebagal tersangka atau saksi :

3. menghentikan penyvidikan :

k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk ke-
lancarsan penvidikan tindak pidana dibidang
retribuai daerah menurut hukum yvang dapat di-
rertanggungiawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) mem-~
beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
haslil penvidikannya kepads Penuntut Umum, sesuai
dengan ketentuan vang diatur dalgm Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1381 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Parsnl 21

Segala peraturan vanz telah ads tetap berlaku selama

belum diganti atau diubah. dan tidak Dbertentangan

dengan peraturan daerah ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 272

Hal-hal vyang belum diatur dalsm Peraturan Daerah ini.
sepandang nengenal vpelakssnasnnva akan diatur lebih

lanjut oleh Bupati.
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Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
rengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal B8 April 2002

Dmndangkan di Trenggalek
_Pada tanggal 15 April 2002
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PENJELASAN

ATAS

PERATURﬁN.DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
HOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

'RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJTAN KENDARAAN
BERMOTOR T'1 KARUPATEN TRENGGALEK

Bahwa sebagal upaya unbuk lebih meningkatkan
pelayanan maayarakat dan untuk mewujudkan ketertiban,
keselamatan lalu lintae kendaraan di jalan perlu penentuan
laik Jalan bagl kendaraan bermotor  dengan pengudian
Kendaraan Bermotor dsn untuk  mewnjudkan  sebagalmana ’
dimaksud, maka perlu mengatur ketentuan tentang

Penvelenggaraan Penguilan Kendaraan Bermotor dengan
dituangkan dalam Peraturan Daerah.

11. PASAL DEMI PASAL
Passl 1
Cukup Jelas.

Pagal 2
Sukup delas.

Pasal 3

Cukup jislas.
Pasal 4

Cukup Jgelas.
Pasal 5

Cuku? Jelns.




V4

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal B

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jielas.
Pasal 10

Cukuphdelas.
Pasal 11

Cukup Jelnss.
Pasal 12

Cukup Jjelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jjelas.
Pasal 15

Cukup jelas.




Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasgal

Pasal

16

Cukup Jjelas.

17

Cukup Jelas.
18 q
keterlambatan 1 hari disamsian dengan 1 bulan.

19

terhadar kendaraan vanz rusak dan pada saat itu

tidak dspat dilakukan wil kendaraan, msaka pemilik
harus s=2gsrs melapor kepada dinas verhubungan.

20
Cukup Jelas.
21

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

s3
23

Cukup Jjelas.
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